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Bisa Ciptakan
Pemerintahan Otoriter

LEMBAGA Peneli- sebenarnya belum
tian, Pendidikan tuntas, juga ma-
dan Penerangan sih banyak per-
Ekonomi dan So- - - tanyaan publik.
sial (LP3ES) me- y Y Dan terbukti ba-
nilai Omnibus 1 . nyak demo di
Law Undang Un- Q‘% mana-mana.
dang Cipta Kerja - v 2 Sebut saja dari
dikhawatirkan bakal pet: segi lingkungan hi-

mengubah kebijakan pe-
merintah pusat yang cende-
rung otoriter.

Pemerintah pusat nanti
nya berpeluang membuat ke-
bijakan yang mirip dengan
gaya Orde Baru (Orba). Ka-
rena sebenarmya dalam UU
Omnibus Law, banyak pasal-
pasal yang masih bermasa-
lah. Dalam proses politiknya
juga sangat bermasalah.

Undang-undang ini kan

dup, pemerintah berupa-
ya menggunakan UU Omni-
bus Law untuk memperkecil
peranan pemerintah daerah.

Satu yang mencolok ia-

lah pemerintah telah meng-
hapus izin analisis mengenali
dampak lingkungan (AM-
DAL). Dari aspek lingkungan
pemerintah pusat bisa ambil
kewenangan daerah dalam

B KE HALAMAN 7

Bisa Cipmlr(m....

memberikan perizinan. Ter-
masuk menghapus AMDAL.

Implementasi Omnibus
Law bakal berpengaruh pada
segala sektor di Jateng. De-
ngan kebijakan yang bisa di-
ambil alih pusat, maka akan
ada sentralisasi.

Pemerintah pusat akan jadi pi-
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hak yang otorter untuk menentu-
kan izin- izin bisnis dan AMDAL.
Dan ity mengikan masing-
masing daerah. Pertermuan eko-
nomi masuk dengan deras tapi
mengabaikan lingkungan hidup.
Sedangkan di sektor ke-
tenagakerjaan, UU Omnibus
Law juga mengatur ketentuan

untuk mengurangi jumlah pe-
sangon bagi para tenaga kerja
yang pensiun.

Ada pengurangan sumber
daya manusia. Tenaga ketja
mudah direkrut dan mudah
dipecat, itu akan bemasa
lah di sektor tenaga kerja.

la menambahkan peno-
lakan Omnibus Law sudah
muncul sejak Maret silam

di mana publik waktu itu ke-
rap menentang pembahasan
draf RUU Omnibus Law.

Tapi itu semua diabaikan.
Kok sekarang Undang- Undang
nya disahkan. Padahal cli sisi
substansinya sudah mendapat
kajian dari para pakar ekono-
mi, lingkungan hidup dan me-
dia. Hasilnya muncul sejumiah
kekhawatiran. (mam)



